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Abstract. Thisresearch is motivated by the lack of publication concerning budget management information
by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the
lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a
gualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth
interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research
subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of
secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult
to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization,
lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and
agrowing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regiona Secretariat
of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential
documents.
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah
Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan Pemerintah K ota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik
triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah
Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya
beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di
bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di
kalangan kepala SKPD dan Kabag K euangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan
daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara.
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